MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 29 TAHUN 2006

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

DISTRIK NAVIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk menciapkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik

Navigasi sesuai dengan beban tugasnya, perlu menetapkan kriteria
klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi dengan Peraturan
Menteri Perhubungan;

Mengingat o1
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Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan.
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Tndonesia, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2005;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik

Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;




. Memperhatikan :

Menetapkan

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
' 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Teknis

di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non
. Departemen;,

Persetujuan Menteri Pedayagu'n.aan Aparatur Negara dalam surat
Nomor B/1075/M.PAN/5/2006 tanggal 2 Mei 2006;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DISTRIK NAVIGASI.

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

l. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang
dibangun dan berfungsi membantu navigator di kapal dalam
menentukan  posisi dan atau haluan kapal serta

memberitahukan bahaya dan atau rintangan pelayaran untuk
kepentingan keselamatan berlayar.

2. Menara Suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap
yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih
20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu untuk
menunjukan para navigator dalam menentukan posisi
dan/atau haluan kapal, menunjukan arah daratan dan adanya

pelabuhan  serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas
wilayah Negara.

3. Rambu Suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap
yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih
dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu untuk
menunjukan kepada para navigator adanya bahaya/rintangan
navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong dan bahaya
terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal.
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11.
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Tanda Siang/Anak Pelampung adalah sarana bantu navigasi
pelayaran berupa anak pelampung ‘dan/atau rambu siang

_untuk menunjukan kepada navigator adanya bahaya/rintangan

navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka
kapal dan untuk menunjukan perairan yang aman serta
pemisah alur yang hanya dapat dipergunakan pada siang hari.

Pelampung Suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran
apung dan mempunyai jarak tampak lebih kurang dari 6
(enam) mil laut yang dapat membantu untuk menunjukan
kepada para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi
antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan
untuk menunjukan perairan aman serta pemisah alur.

Stasiun Radio Pantai adalah stasiun radio yang digunakan
untuk kegiatan komunikasi radio pelayaran (communication

maritime mobile service) guna menunjang keselamatan
pelayaran.

Kapal Negara Kenavigasian adalah kapal milik Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut yang digunakan untuk .
melaksanakan tugas perawatan/pemeliharaan, pengawasan
sarana bantu navigasi pelayaran dan survei serta gilir tugas
para penjaga menara suar.

Bengkel adalah suatu tempat di daratan yang digunakan
untuk melaksanakan perbaikan dan perawatan sarana dan
prasarana operasional kenavigasian.

Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk sandar kapal
guna kegiatan bongkar muat barang-barang operasional
perawatan/pemeliharaan, pengawasan sarana bantu navigasi

pelayaran dan survei serta gilir tugas para penjaga menara
suar.

Taman Pelampung adalah tempat didaratan yang digunakan
untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perawatan,
penyimpanan pelampung suar, bangunan atas (upper
struktur), dan ballast/sinker.

Gudang adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan
barang-barang/ perlengkapan operasional sarana bantu

navigasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, dan barang-
barang persediaan kenavigasian.




12. © Alat angkut/alat angkat adalah keseluruhan peralatan yang
' digunakan untuk mengangkat/mengangkut pelampung suar,
bangunan atas (upper struktur), ballast/sinker, dan barang-

- barang operasional kenavigasian lainnya.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi sebagai Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi yang berupa

penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada
beban kerja.

Pasal 3

‘Kriteria Unit Pelaksana Teknis Klasifikasi Distrik Navigésiv

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari unsur pokok/utama
dan unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok/utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,
merupakan kemampuan operasional dari seluruh sarana dan

prasarana yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi,
terdiri dari sub-sub unsur:

a. total jam operasional selama satu tahun dari Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran, yaitu jam operasi selama satu tahun dari
keseluruhan sarana bantu navigasi pelayaran yang menjadi
tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi

untuk dioperasikan dan dipelihara sesuai jenisnya, yang
meliputi: '

1) total jam operasional selama satu tahun dari seluruh

Menara Suar yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi;
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2) total jam operasional selama satu tahun dari seluruh

. Rambu Suar yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi; o

- 3) total jam .operasional selama satu tahun dari seluruh

Pelampung Suar yang dimiliki oleh Unit Pelaksana
Teknis Distrik Navigasi;

4) . total jam operasional selama satu tahun dari seluruh
Tanda Siang / Anak Pelampung yang dimiliki oleh
Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.

total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun Radio
Pantai, yaitu kemampuan operasional seluruh Stasiun Radio
Pantai pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang
digunakan untuk komunikasi radio pelayaran (communication
maritime mobile service) guna menunjang keselamatan
pelayaran, yang didasarkan atas kemampuan dan jenis
peralatan, serta jam dinasnya, yang meliputi:

1)  ‘total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun
Radio Pantai Kelas I;

2) total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun
Radio Pantai Kelas II;

3) - total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun
Radio Pantai Kelas I1I;

4) total jam operasional selama satu tahun dari Stasiun
Radio Pantai Kelas IV.

total jam operasional selama satu tahun Kapal Negara
Kenavigasian, yaitu jam operasi selama satu tahun dari
keseluruhan Kapal Negara yang dimiliki Unit Pelaksana
Teknis Distrik Navigasi, yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan perawatan/pemeliharaan, pengawasan sarana bantu
navigasi pelayaran dan survei serta gilir tugas para penjaga
menara suar, yang meliputi:

1) total jam operasional _Kapal Negara Kenavigasian
Kelas I selama satu tahun,;

2) total jam operasional Kapal Negara Kenavigasian
Kelas II selama satu tahun;




3) total jam operasional Kapal Negara Kenavigasian
~Kelas III selama satu tahun. '

d. Objek Pelayanan yaitu seluruh obyek yang harus dilayani
’ - dan diawasi yang merupakan satu kesatuan sistem
kenavigasian pelayaran, yang meliputi :

1) panjang alur pelayaran yaitu panjang dari bagian
perairan yang alami maupun buatan dari segi
kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya
yang dianggap aman untuk dilayari, dan berada dalam
wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi,
yang dihitung dalam nautical mills;

2) wilayah kerja yaitu luas wilayah kerja Unit Pelaksana
Teknis Distrik Navigasi yang dibakukan oleh garis-
garis lurus yang dihubungkan di antara koordinat-
‘koordinat yang telah ditentukan sebagaimana

tercantum dalam peta laut, yang dihitung dalam
nautical mills;

3) panjang garis pantai yaitu panjang garis yang dihitung .
dari batas antara air tinggi rata-rata dan daratan kecuali
untuk daerah rawa-rawa dan bakau-bakau dimana
dipakai garis pantai yang nyata yaitu tepi luar dari
tetumbuhan, dan berada dalam wilayah kerja Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang dihitung
dalam nautical mills;

4) jumlah pelabuhan yaitu jumlah unit pelabuhan baik
berupa pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan

yang tidak diusahakan yang berada dalam wilayah
kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.;

5) kunjungan kapal yaitu jumlah unit kapal selama satu
tahun yang melewati alur pelayaran dan menggunakan
sarana bantu pelayaran di wilayah kerja Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.
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- Instansi Terkait yaitu instansi pemerintah yang oleh Unit

Pelaksana Teknis Distrik Navigasi diperlukan untuk
berkoordinasi dan berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana

. Teknis Distrik Navigasi, yang melaksanakan tugas dan fungsi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang meliputi:

1) jumlah unit Kantor Administrator Pelabuhan atau
Kantor Pelabuhan yang berada dalam wilayah kerja
Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;

2)  jumlah unit penyelenggara Kepanduan yang berada

dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik
Tvavigasi;

3) jumlah unit Pemerintah Propinsi yang berada dalam
wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;

4) | jumlah unit Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah

Kota yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana
‘Teknis Distrik Navigasi;

jumlah Petugas Operasional Kenavigasian yaitu seluruh
personil dari Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang
khusus melaksanakan tugas operasional bidang sarana bantu

navigasi pelayaran, stasiun radio pantai, kapal negara
kenavigasian dan bengkel;

jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yaitu seluruh
sarana yang dimiliki, dioperasikan dan dipelihara oleh Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi guna menciptakan
keselamatan pelayaran, yang meliputi:

1) jumlah unit Menara Suar;

2) jumlah unit Rambu Suar;

3) jumlah unit Pelampung Suar;

4) jumlah unit Tanda Siang / Anak Pelampung;
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- jumlah Stasiun Radio Pantai, yaitu keseluruhan Stasiun Radio

Pantai. yang dimiliki, dioperasikan dan dipelihara oleh Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, ‘yang digunakan untuk

- komunikasi radio pelayaran (communication maritime mobile

service) guna menunjang keselamatan pelayaran, yang
meliputi:

1) © jumlah unit Stasiun Radio Pantai KelasI;
2) Jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas II;
3) jﬁmlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas I1];
4) ' jumlah unit Stasiun Radio Paﬁtai Kelas IV.

jumlah Kapal Negara Kenavigasian, yaitu keseluruhan unit
Kapal Negara Kenavigasian yang dimiliki, dioperasikan dan
dipelihara oleh Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi,
yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan
perawatan/pemeliharaan, pengawasan sarana bantu navigasi
peiayaran dan survei serta gilir tugas para penjaga menara
suar, yang meliputi:

1) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas I;
2) . jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas II;
3) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas I11.

fasilitas pangkalan yaitu seluruh sarana dan prasarana yang
dimiliki, dioperasikan dan dipelihara oleh Unit Pelaksana
Teknis Distrik Navigasi guna memperlancar kegiatan
perawatan/ pemeliharaan, bongkar muat sarana bantu
navigasi pelayaran, yang meliputi:

1) jumlah unit bengkel yang digunakan untuk
melaksanakan perbaikan, perawatan sarana dan
prasarana operasional kenavigasian, yang meliputi:

a) Unit Bengkel Kelas I;

b) Unit Bengkel Kelas I1.

2) panjang lari (m') dermaga yang dimiliki  dan
digunakan untuk sandar kapal, bongkar muat barang-
barang operasional kenavigasian, bunker dan lain-lain;




3)

4).

S)

keseluruhan luas meter persegi (m?) dari Taman
Pelampung yang digunakan wuntuk melaksanakan
kegiatan pemeliharaan, perawatan, penyimpanan

pelampung suar, bangunan atas (upper struktur), dan
ballast/sinker,

keseluruhan luas meter persegi (m?) dari Gudang yang
digunakan  untuk  menyimpan  barang-barang/
perlengkapan operasional sarana bantu navigasi
pelayaran, kapal negara, dan barang-barang persediaan
kenavigasian;

Jumlah unit Alat Angkat/ Alat Angkut yang digunakan

untuk  memperlancar tugas-tugas  operasional
kenavigasian. :

Pasal 5

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yaitu seluruh
unsur diluar dari unsur pokok yang digunakan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis

Distrik Navigasi yang terdiri dari sub-sub unsur:

a.
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jumlah Anggaran Belanja Negara yaitu keseluruhan anggaran
yang dialokasikan oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pertahun guna pelaksanaan kegiatan rutin
dan operasional pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;

jumlah seluruh asset penunjang yang dimiliki, yaitu
keseluruhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi, yang meliputi:

1Y)

2)

luas meter persegi (m?) dari bangunan kantor yang
digunakan sebagai tempat kerja administrasi Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;

jumlah kendaraan operasional, yaitu seluruh kendaraan
roda empat yang digunakan untuk memperlancar dan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi;




c.  jumlah pegawai non operasional yaitu keseluruhan personil
' Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi yang melaksanakan
tugas bidang administrasi guna mendukung kelancaran

. pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Distrik
~ Navigasi.

Pasal 6

Unsur pokok/utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi
nilai bobot 80 %, terdiri dari Sub Unsur-Sub Unsur :

a. total jam operasional seluruh Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran selama satu tahun, yang diberi nilai bobot 14 %,
yang meliputi:

1) total jam operasional seluruh Menara Suar selama satu
tahun, diberi nilai bobot 5 %;

2) total jam operasional Rambu Suar selama satu tahun,
diberi nilai bobot 4 %;

3) total jam operasional Pelampung Suar selama satu
tahun, diberi nilai bobot 3 %;

4) total jam operasional Tanda Siang / Anak Pelampung
selama satu tahun, diberi nilai bobot 2 %.

b. total jam operasional Stasiun Radio Pantai selama satu tahun,
yang diberi nilai bobot 14 %;

C. total jam operasional dari seluruh Kapal Negara Kenavigasian
selama satu tahun, dibobot 12 %;

d. obyek pelayénan diberi nilai bobot 5 %, yang meliputi:

D panjang alur pelayaran dalam nautical mills, diberi
nilai bobot 1 %;

2) wilayah kerja dalam nautical mills, diberi nilai bobot
1 %;
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4)

5)

panjang garis pantai dalam nautical mills, diberi nilai
bobot 1 %,;

jumlah unit pelabuhan di wilayah kerja, diberi nilai
bobot 1 %;

jumlah unit kunjungan kapal, diberi nilai bobot
1 %.

instansi terkait diberi bobot 4 %, yang meliputi:

1y

2)

3)

4)

jumlah unit Kantor Administrator Pelabuhan/ Kantor
Pelabuhan, diberi nilai bobot 1 %;

jumlah unit Penyelenggara Kepanduan, diberi nilai
bobot 1 %;

jumlah unit Pemerintah Propinsi, diberi nilai bobot
1 %,;

jumlah unit Pemerintah Kabupaten/ Kota, diberi nilai
bobot 1 %.

Jumlah seluruh Petugas Operasional Kenavigasian, diberi
nilai bobot 6 %;

jumlah seluruh aset Sarana Bantu Kenavigasian, diberi nilai
bobot 7 %, yang meliputi:

1Y)
2)
3)
4)

Jjumlah unit Menara Suar, diberi nilai bobot 2,5 %;
jumlah unit Rambu Suar, diberi nilai bobot 2 %;
jumlah unit Pelainpung Suar, diberi nilai bobot 1,5 %:

jumlah unit tanda siang dan anak pelampung (unit)
diberi nilai bobot 1 %.

Jjumlah seluruh Stasiun Radio Pantai, diberi nilai bobot 7 %,
yang meliputi :

1)

Jjumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas I, dengan skala
nilai 4;

11




jumlah unit Stasiun Radio Pantai Kelas II, dengan
skala nilai 3; ‘

_ 35 jumlah unit Stasiun Radio pantai Kelas III, dengan
skala nilai 2;

4) jumlah unit Stasiun Radio pantai Kelas IV, dengan
skala nilai 1.

i. jumlah seluruh Kapal Negara Kenavigasian diberi nilai bobot

5,5 %, yang meliputi :

1) jumlah unit Kapal Negara- Kenavigésian Kelas 1,,
dengan skala nilai 3;

2) jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas I,
dengan skala nilai 2;

3) | jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas III,
dengan skala nilai 1.

] fasilitas pangkalan diberi nilai bobot 5,5 %, yang meliputi .

I} jumlah seluruh unit bengkel diberi nilai bobot 1,5 %,
yang meliputi :
a. jumlah unit Bengkel Kelas I, dengan skala nilai 2;
b. jumlah unit Bengkel Kelas II, dengan skala nilai

1.

2) panjang lari dermaga (m') diberi nilai bobot 1 %;

3) © luas meter persegi (m*) Taman Pelampung, diberi nilai
bobot 1 %;

4) luas meter persegi (m?) Gudang, diberi nilai bobot
1 %;

S) jumlah unit Alat Angkat / Alat Angkut, diberi nilai
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bobot 1 %.

12




Pasal 7

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberi nilai
bobot 20 %, terdiri dari Sub Unsur-Sub Unsur:

a. jumlah Anggaran Belanja Negara, diberi nilai bobot 8 %;

b. Jjumlah asset yang dimiliki, diberi nilai bobot 8 %, yang
meliputi: :

1) luas meter persegi (m?) bangunan kantor, diberi nilai
bobot 6 %;

2)  jumlah unit kendaraan operasional, diberi nilai bobot
2 0/o;

c. jumlah pegawai non operasional kenavigasian (pegawai
administrasi), diberi nilai bobot 4 %.
Pasal 8
Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap unsur dan sub unsur dari

kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam

Lampiran Peraturan ini.
BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 9

Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi,

didasarkan pada jumlah nilai akhir yang diperoleh suatu Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi.
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Pasal 10
Berdasarkan jumlah nilai akhir yang diperoleh Unit Pelaksana

Teknis Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unit

Pelaksana Teknis Distrik Navigasi diklasifikasikan dalam kelas
sebagai berikut:

a.  Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I;
b.  Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas II;

c¢.  Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas II1.

Pasal 11

Jumlah batasan nilai untuk masing-masing kelas Unit Pelaksana

Teknis Distrik Navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
ditetapkan sebagai berikut:

a. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dengan nilai
lebih dari 4,913.

b. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 11, dengan nilai
3,467 sampai dengan 4,913,

C. Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas III, dengan
nilai kurang dari 3,467.
BAB 1V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Berdasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Peratuan ini,
Menteri Perhubungan dengan Peraturan tersendiri menetapkan
Organisasi dan Tata Kerja serta Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
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- Pasal 13

Kiasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi ditinjau dan
dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14
Perubahan atas Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana teknis Distrik
Navigasi menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis

dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Juni 2006

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Negara Pendayaguqaan Aparatur Negara;
Menteri Keuangan,;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan
dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal,

para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat dj lingkungan Departemen
Perhubungan.

QLW N

ALAY.0 NUGROHO, SH
. PP. 120105102

'

RKM KRITERIA (Hasil Menpan Final)-edit hk.doc 1 5




- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KN 29 TAHUN 2006
"TANGGAL : 12 JUNI 2006

_ TATA CARA PENGHITUNGAN
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
'DISTRIK NAVIGASI

I UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi
_didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi sesuai dengan kondisi dan data nyata di lapangan.

2. Beban kerja tersebut tercermin dari unsur pokok sebagai unsur utania dari
kegiatan Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi dan unsur penunjang.

3. Unsur Pokok/Utama terdiri dari sub unsur-sub unsur:

a. Total Jam Operasional Sarana Bantu Navigasi Pelayaran selama satu
tahun, yang meliputi:

1) Total Jam Operasional seluruh Menara Suar selama satu
tahun, dalam satuan jam/tahun;

2) Total Jam Operasional seluruh Rambu Suar selama satu
tahun, dalam satuan jam/tahun;

3)  Total Jam Operasional seluruh Pelampung Suar selama satu
tahun, dalam satuan jam/tahun;

4) Total Jam Operasional seluruth Tanda Siang / Anak
Pelampung selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun.
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4 Totai jam Operasional Stasiun Radio Pantai (SROP) selama satu

tahun, yang meliputi:

b

2)

3)

4)

, Total jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas I selama

satu tahun, dalam satuan jam/tahun;

Totdl jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas II selama
satu tahun, dalam satuan jam/tahun;

Total Jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas 111 selama
satu tahun, dalam satuan jam/tahun;

Total Jam Operasional Stasiun Radio Pantai Kelas [V selama
satu tahun, dalam satuan jam/tahun.

" Total Jam’ Operasional Kapal Negara Kenavigasian selama satu

tahun, yang meliputi:

1y

2)

3)

Total Jarn Operasional Kapal Negara Kenavigasian Kelas 1
selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;

Total Jam Operasional Kapal Negara Kenavigasian Kelas 11
selama satu tahun, dalam satuan jam/tahun;

‘Total Jam Operasional Kapal Kenavigasian Negara Kelas 111

selama satu tahuil, dalam satuan jam/tahun.

Objek Pelayanan, yang meliputi:

D
2)
3)

4)

5)

Panjang Alur Pelayaran dalam satuan nautical mills;
Wilayah Kerja dalam satuan nautical mills;

Panjang Garis Pantai dalam satuan nautical mills;
Jumlah Pelabuhan di wilayah kerja dalam satuan unit;

Kunjungan Kapal dalam satuan call/tahun.

17




. . Jumlah Instansi terkait yang meliputi:

1) Jumlah Kantor Administrator Pelabuhan atau Kantor
~ Pelabuhan, dalam satuan unit; '

2) Jumlah Penyelenggara Kepanduan, dalam satuan unit;
3)  Jumlah Pemerintah Propinsi, dalam satuan unit;
4) Jumlah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, dalam

satuan unit.

f. Jumlah Petugas Operasional Kenavigasi dalam satuan orang.
g. Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, yang meliputi:

1) Jumlah menara suar, dalam satuan unit;

2) Jumlah rambu suar, dalam satuan unit;

3) Jumlah pelampung suar, dalam satuan unit;

4) Jumlah tanda siang dan anak pelampung, dalam satuan unit.
h. Jumlah Stasiun Radio Pantai, yang meliputi:

1) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas I, dalam satuan unit;

2) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas II, dalam satuan unit;

3) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas 111, dalam satuan unit;

4) Jumlah Stasiun Radio Pantai Kelas IV, dalam satuan unit.
1. Jumlah Kapal Negara Kenavigasian, yang meliputi:

1) Jumlah Kapal Negara Kenavigasian Kelas I, dalam satuan
unit ;

2) Jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas II, dalam
satuan unit;

3) Jumlah unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas III, dalam
satuan unit,
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N Fasilitas pangkalan yang meliputi:
1) Jumiaﬁ Bengkel, yang meliputi:l
a) Jumlah Bengkel Kelés I, dalam satuan unit;
b) Jumlah Bengkel Kelas II, dalam satuan unit.
2) 'Panj‘ang dermaga dalam satuan meter lari (m');

3) Luas Taman Pelampung dalam satuan meter persegi (m?);

4) Luas gudang dalam satuan meter persegi (m%);

5) Alat angkut/angkat dalam satuan unit.

- 4. Unsur Penunjang terdiri dari:
- a. Jumlah Anggaran Belanja Negara, dalam satuan Rupiah;
b. Jumlah asset penunjang yang dimiliki, terdiri dari:
1) Luas bangunan kantor, dalam satuan meter persegi (m%);
2) Jumlah kendaraan operasional, dalam satuan unit.
c. Jumlah Pegawai Non Operasional /Pegawai Administrasi, dalam

satuan orang.

wh

Untuk pertama kali di dalam melakukan penilaian, acuan data unsur dan
sub unsur yang digunakan adalah data dari seluruh Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi Kelas I yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan ini
yaitu data dari Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Tanjung
Priok, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya, Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang, Unit Pelaksana
Teknis Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Unit Pelaksana Teknis Distrik
Navigasi Kelas I Belawan, Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I
Samarinda, Unit Pelaksana Teknis Distrik-Navigasi Kelas I Makasar, dan
Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung, karena data unsur

dan sub unsur dari Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I ini dapat
mewakili kelas tertinggi.
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1.  TATA CARA PENILAIAN

1.

(U3

‘Nilai Tengah Sub UNSUF = mmcememccooeeee

Unsur pokok/utama'd.an unsur penunjang lebih lanju. dijabarkan menjadi

sub unsur-sub unsur, yang masing-masing diberi nilai bobot prosentase
(%) secara proporsional.

Setiap sub unsur dicari Nilai Tengah, Nilai Interval dan Nilai Evaluasi.

Secara umum penetapan Nilai Tengah Sub Unsur ditentukan dengan cara
menjumlahkan data sub unsur- sub unsur dari Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi Kelas I yang ada pada saat ditetapkan Peraturan ini dibagi
dengan jumlah Unit Pelaksana Teknis Kelas I tersebut (terdapat 8 Uit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I).

Data Sub Unsur Unit Pelaksana Teknis Kelas 1

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Kelas I

Acuan nilai yang dipilih untuk Nilai Tengah adalah nilai 6.

Penghitungan Nilai Tengah dari Sarana Bantu Navigasi Pelayaran,
ditentukan dengan cara menghitung jam operasional dari seluruh sarana
bantu navigasi pelayaran pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi

Kelas T (UPT Disnav Kelas I) selama satu tahun dibagi jumlah Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jam Operasional Menara Suar selama
satu tahun:

2. menara suar UPT Disnav Kelas I X jam operasional perhari X 365 (jumlah hari satu tahun)

¥ UPT Distrik Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jam Operasional Rambu Suar selama
satu tahun:

2. rambu suar UPT Disnav Kelas I X jam operasional perhari X 365 (jumlah hari satu tahun)

Y. UPT Distrik Navigasi Kelas I.
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Rumus Penwhxtungan \hlal Tengah Jam Operasional Pelampuno Suar
selama satu tahun:

- 2, pelampung suar UPT Disnav Kelas 1 X jam operasional perhari- X 365 (jumlah hari satu tahun)

2. UPT Distrik Navigasi Kelas 1.
Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jam Operasional Tanda Siang / Anak
Pelampung selama satu tahun:

+ Tanda Siang / Anak Pelampung UPT Disnav Kelas I X jam operasional perhari X 365 (jumlah
_ hari satu tahun) -

¥ UPT Distrik Navigasi Kelas I.

6. Penghitungan Nilai Tengah Stasiun Radio Pantai, ditentukan dengan cara
menghitung jam operasional dari seluruh Stasiun Radio Pantai pada Unit

. Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I (UPT Disnav Kelas I), baik
Stasiun Radio Pantai Kelas I yang beroperasi 24 jam/hari, Stasiun Radio
Pantai Kelas II yang beroperasi 18 jam/hari, Stasiun Radio Pantai Kelas 111

yang beroperasi 12 jam/hari, dan Stasiun Radio Pantai kelas IV yang

beroperasi 8 jam/hari, selama satu tahun dibagi jumlah Unit Pelaksana
Teknis Distrik Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jam Operasional Stasiun Radio Pantai
(SROP) selama satu tahun:

2. Jam Operasional SROP pada UPT Distrik Navigasi Kelas I dalam 1 tahun

2. UPT Distrik Navigasi Kelas I

7. Penghitungan Nilai Tengah Kapal Negara Kenavigasian, ditentukan dengan
cara menghitung jam operasional dari seluruh Kapal Negara Kenavigasian
pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I (UPT Disnav Kelas I)
dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

Saat ini telah ditetapkan jam operasi Kapal Negara Kenavigasian sesuai
dengan kelasnya, yaitu:

a. Kapal Negara Kenavigasian Kelas I beroperasi selama 2.580
jam/tahun;

b. Kapal Negara Kenavigasian Kelas II beroperasi selama 2.580
jam/tahun;
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c. Kapleegara Kenavigasian Kelas III beroperasi 3.096 jam/tahun).

‘Rumus Penghitungari Nilai Tengah Jam operasional Kapal Negara
-Kenavigasian (KNK) selama satu tahun: '

>, UPT Distrik Navigasi Kelas I

8. Penghitungan Nilai Tengah Alur Pelayaran, ditentukan dengan cara
menghitung total panjang alur pelayaran (dalam nautical mills) pada Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I (UPT Disnav Kelas 1), dibagi
Jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Alur Pelayaraflz

2. alur pelayaran UPT Distrik Navigasi Kelas I

2, UPT Distrik Navigasi Kelas I

9. Penghitungan Nilai Tengah dari Wilayah Kerja, ditentukan dengan cara
menghitung total luas wilayah kerja (dalam nautical mills) pada Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I (UPT Disnav Kelas I), dibagi
jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Wilayah Kerja:

2. wilayah kerja UPT Distrik Navigasi Kelas I

2. UPT Distrik Navigasi Kelas I

10.  Penghitungan Nilai Tengah Panjang Garis Pantai, ditentukan dengan cara
menghitung total panjang garis pantai (dalam nautical mills) pada Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I (UPT Disnav Kelas I), dibagi
jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Panjang Garis Pantai:
2. panjang garis pantai pada UPT Distrik Navigasi Kelas I

>, UPT Distrik Navigasi Kelas I
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11. Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Pelabuhan, ditentukan dengan cara
menghitung total seluruh pelabuhan (dalam satuan unit) yang berada dalam
wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dibagi
- jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tehgah Jumlah Pelabuhan:

2. pelabuhan pada wilayah kerja UPT Distrik Navigasi Kelas |

-------------- ———

2, UPT Distrik Navigasi Kelas I

12. Penghitungan Nilai Tengah Kunjungan Kapal, . ditentukan dengan cara
menghitung total kunjungan kapal pertahun (dalam satuan unit) yang
melewati wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I,
dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Kunjungan Kapal:

2 kapal pertahun yang melewati wilayah kerja UPT Distrik Navigasi Kelas

Tl e e e e B e e O B S B e S 0 e

2. UPT Distrik Navigasi Kelas I

13.  Penghitungan Nilai Tengah Kantor Administrator Pelabuhan atau Kantor
Pelabuhan di wilayah kerja, ditentukan dengan cara menghitung total
seluruh Kantor Administrator Pelabuhan atau Kantor Pelabuhan (dalam
satuan unit) yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis

Distrik Navigasi Kelas I dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik
Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Kantor Administrator Pelabuhan
(Kantor ADPEL) atau Kantor Pelabuhan (KANPEL):

2. Kantor ADPEL/KANPEL di wilayah kerja UPT Distrik Navigasi Kelas

- - - 2 o e e

-

2. UPT Distrik Navigasi Kelas |

14. Penghitungan Nilai Tengah Unit Penyelenggara Kepanduan, ditentukan
dengan cara menghitung total seluruh Unit Penyelenggara Kepanduan yang
berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas
I, dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.
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Rumus Pcnc’hmmgdn Nilai Fenoall Unit Penyelenggara Kepanduan

2 unit penyelenggara kepanduan d1 wilayah kerja UPT Distrik Navigasi Kelas I

2, UPT Distrik Navigasi Kelas [

15.  Penghitungan N11a1 Tengah Pemerintah Propinsi, ditentukan dengan cara
menghitung seluruh Pemerintah Propinsi (dalam satuan unit) yang berada
dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1 (UPT

Disnav Kelas I), dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi
Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Pemerintah Propinsi:

2. Pemerintah Propinsi di wilayah kerja UPT Distrik Navigasi Kelas I

o o o e e ot T e e o e e

2, UPT Distrik Navigasi Kelas I

16.  Penghitungan Nilai Tengah Pemerintah Kabupaten/Kota, ditentukan
dengan cara menghitung seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota (dalam
satuan unit) yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi Kelas I (UPT Disnav Kelas I), dibagi jumlah Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Pemerintah Kabupaten/Kota:

2. Pemerintah Kabupaten /Kota di wilayah kerja UPT Distrik Navi gasi Kelas |

>, UPT Distrik Navigasi Kelas I

17.  Penghitungan Nilai Tengah Petugas Operasional Kenavigasian, ditentukan
dengan cara menghitung seluruh Petugas Operasional Kenavigasian (dalam
satuan orang) pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I (UPT

Disnav Kelas I), dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi
Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Petugas Operasional Kenavigasian:

2. Petugas Operasional Kenavigasian pada UPT Distrik Navigasi Kelas 1

- o o ko .-

2, UPT Distrik Navigasi Kelas I
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18. Penghitungén Nilai Tengah Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran,
ditentukan dengan cara menghitung seluruh asset Sarana Bantu Navigasi
‘Pelayaran (dalam satuan unit) pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi

Kelas I (UPT Disnav Kelas I), dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik
Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Menara Suar:

2. Menara Suar pada UPT Distrik Navigasi Kelas I

2. UPT Distrik Navigasi Kelas I
Rumus Penghitungan Nilai Teﬁgah Jumlah Rambu Suar:
2, Rambu Suar pada UPT Distrik Navigasi Kelas I

2., UPT Distrik Navigasi Kelas I

-

‘Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Pelampung Suar:

2. Pelampung Suar pada UPT Distrik Navigasi Kelas I

2. UPT Distrik Navigasi Kelas I

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Tanda Siang / Anak
Pelampung:

2. Tanda Siang / Anak Pelampung pada UPT Distrik Navigasi Kelas |

2. UPT Distrik Navigasi Kelas I

19.  Penghitungan Nilai Tengah dari Jumlah Stasiun Radio Pantai, ditentukan
dengan cara menghitung seluruh asset Stasiun Radio Pantai (SROP) (baik
SROP Kelas I, Kelas 1I, Kelas III dan Kelas IV) pada Unit Pelaksana
Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis

Distrik Navigasi Kelas 1.
Setiap Kelas Stasiun Radio Pantai diberi skala nilai, yaitu:
a. Stasiun Radio Pantai Kelas I diberi nilai 4;

b. Stasiun Radio Pantai Kelas II diberi nilaj 3;
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c.  Stasiun Radio Pantai Kelas III diberi nilai 2;

'd.  Stasiun Radio Pantai Kclas IV diberi nilai 1. .

Rumus Penghitungan Nilai Tehgah Jumlah Stasiun Radio Pantai :

" > SROP pada UPT Disnav Kelas I X Skala nilai

20.  Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Kapal Negara Kenavigasian (KNK),
ditentukan dengan cara menghitung selurch nilai Kapal Negara
Kenavigasian (KNK) baik Kapal Negara Kenavigasian Kelas I, Kapal
Negara Kenavigasian Kelas II, dan Kapal Negara Kenavigasian Kelas III
pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dibagi jumlah Unit
Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

Setiap Kelas Kapal Negara Kenavigasian (KNK) diberi skala nilai, yaitu:
a. Kapal Negara Kenavigasian Kelas I diberi nilai 3;
b. Kapal Negara Kenavigasian Kelas II diberi nilai 2;

c. Kapal Negara Kenavigasian Kelas III diberi nilai 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Kapal Negara Kenavigasian
(KNK) :

> KNK pada UPT Disnav Kelas I X Skala Nilai

> UPT Distrik Navigasi Kelas I

21.  Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Fasilitas Pangkalan, berupa Bengkel
ditentukan dengan cara menghitung Bengkel Kelas I maupun Bengkel
Kelas II dalam satuan unit pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi
Kelas I, dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.
Setiap Kelas Bengkel diberi skala nilai, yaitu:

a. Bengkel Kelas I diberi nilai 2;

b. Bengkel Kelas II diberi nilai 1.
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‘Rumus Penghitungan Nila.i Tengah Bengkel :

) Bengkel pada UPT Distrik Navigasi Kelas I X Skala Nilai

2. UPT Distrik Navigasi Kelas I

22. - Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Fasilitas Pangkalan, berupa Dermaga
ditentukan dengan cara menghitung seluruh panjang dermaga dalam satuan
meter lari (m’) pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dibagi
jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas L.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah panjang Dermaga:
2. panjang lari (m') Dermaga UPT Distrik Navigasi Kelas I

> UPT Distrik Navigasi Kelas I

23.  Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Fasilitas Pangkalan, berupa Taman
Pelampung ditentukan dengan cara menghxtung seluruh luas Taman
Pelamlung dalam satuan meter persegi (m*) pada Unit Pelaksana Teknis

Distrik Navigasi Kelas I, dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik
Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Luas Taman Pelampung:

¥ Luas meter persegi (m?) Taman Pelampung UPT Distrik Navigasi Kelas |

2. UPT Distrik Navigasi Kelas [

24,  Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Fasilitas Pangkalan, berupa Gudang
ditentukan denoan cara menghitung seluruh luas gudang dalam satuan
meter persegi (m?) pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I,
dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Luas Gudang:
3" luas meter persegi (m?) Gudang UPT Distrik Navigasi Kelas |

> UPT Distrik Navigasi Kelas I

RKM KKITERIA (Hasil Menpan Final) 27




25. Penghitungaﬁ Nilai Tengah Jumlah Fasilitas Pangkalan, berupa Alat
- Angkat/Alat Angkut ditentukan dengan cara menghitung jumlah seluruh
alat angkat/ alat angkut dalam satuan unit pada Unit Pelaksana Teknis

‘Distrik Navigasi Kelas I, dibagi. jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik
Navigasi Kelas I. , '

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Alat Angkat/ Alat Angkut:

> unit alat angkat/ alat angkut UPT Distrik Navigasi Kelas I

> UPT Distrik Navigasi Kelas I

26.  Penghitungan Nilai Tengah Anggaran Belanja Negara pertahun ditentukan
dengan cara menghitung rata-rata Anggaran Belanja Negara selama 2 tahun
terakhir pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1, dibagi
jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

'Rumus Penghitungan Nilai Tengah Anggaran Belanja Negara pertahun:

Y rata-rata Anggaran Belanja Negara 2 tahun terakhir UPT Distrik Navigasi Kelas |

____________ - -

Y UPT Distrik Navigasi Kelas |

27. Penghitungan Nilai Tengah Asset Luas Bangunan Kantor ditentukan
dengan cara menghitung seluruh luas bangunan kantor dalam satuan meter
persegi (m?) pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dibagi
jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Luas Bangunan Kantor:

> luas meter pérsegi (m?) bangunan kantor UPT Distrik Navigasi Kelas I

> UPT Distrik Navigasi Kelas I

28.  Penghitungan Nilai Tengah Asset Kendaraan Operasional ditentukan
dengan cara menghitung seluruh jumlah kendaraan operasional roda empat
dalam satuan unit pada Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas I,
dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Kelas 1.
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Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Kendaraan Operasional:

2. unit kendaréan bperas_ional UPT Distrik Navigasi Kelas 1

'S UPT Distrik Navigasi Kelas I

29.  Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Pegawai Non Operasional ditentukan
' dengan cara menghitung seluruh jumlah Pegawai Non Operasional/
- pegawai di bidang administrasi dalam satuan orang pada Unit Pelaksana

Teknis Distrik Navigasi Kelas I, dibagi jumlah Unit Pelaksana Teknis
Distrik Navigasi Kelas I.

Rumus Penghitungan Nilai Tengah Jumlah Pegawai Non Operasional:
2. pegawai non operasional UPT Distrik Navigasi Kelas I

>, UPT Distrik Navigasi Kelas I

30.  Nilai interval sub‘unsur ditentukan dengan cara membagi hasil nilai tengah
sub unsur dibagi acuan nilai yang dipilih yaitu 6.

Rumus Penghitungan Nilai Interval Sub Unsur:

Nilai Tengah sub unsur
Nilai Interval Sub Unsur=

Acuan nilai yang dipilih (nilai 6)

31.  Setelah nilai interval didapat, selanjutnya disusun nilai untuk tiap-tiap sub

unsur dari nilai 1 sampai nilai 10 sesuai dengan nilai interval, dengan nilai
tengah menjadi nilai interval ke 6.

32.  Nilai Evaluasi ditentukan dengan cara mengkalikan nilai masing-masing
sub unsur yang didapat oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis Distrik

Navigasi sesuai intervalnya dengan bobot yang diberikan untuk sub unsur
tersebut. '

Rumus Penghitungan Nilai Evaluasi:

Nilai Evaluasi = Nilai Sub Unsur X Bobot -
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33, . Masing-masing nilai  evaluasi dari setiap sub unsur (baik unsur

pokok/utama maupun unsur penunjang) selanjutnya dijumlahkan untuk
‘menjadi bahan dalam menentukan nilai klasifikasi. -

34.  Penentuan Klasifikasi/ Kelas Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi
dilakukan dengan cara:

a.

RKM KRITERIA (Hasil Menpan Final)

Me‘netapkan nilai interval kelas, yaitu.Nilai Tertinggi dikurangi Nilai
Terendah dibagi jumlah kelas UPT yang diinginkan (yang dalam hal
ini dibagi dalam 3 (tiga) kelas)

Nilai Tertinggi — Nilai Terendah
Nilai Interval Kelas =

Jumlah Kelas UPT ( 3 kelas)

Batasan nilai minimal UPT Distrik Navigasi Kelas I ditentukan
dengan cara Nilai Tertinggi dikurangi Nilai Interval kelzs.

Nilai minimal Kelas I = Nilai Terting<gi — Nilai Interval Kelas

Batasan nilai UPT Distrik Navigasi Kelas II ditentukan dengan cara
Nilai minimal Kelas I dikurangi Nilai Interval kelas.

Nilai minimal Kelas II = Nilai minimal Kelas I — Nilai Interval
kelas

Batasan nilai UPT Distrik Navigasi Kelas III ditntukan dengan cara
menetapkan nilai dibawah Nilai Minimal Kelas II.




1I. KOMPONEN DAN BESARAN NILAI EVALUASI MASING-MASING SUB
UNSUR ' . : '

A. Unsur Pokok / Utama (80%)

1. Total Jam Operasional Sarana Bantu Navigasi Pelayaran pertahun
(14 %) B
a. Total Jam Operasional Menara Suar pertahun (5 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
JAM / TAHUN EVALUASI
1. 0,01 s.d 22.082,50 1
2. 22.082,51 s.d 44.165,00 2
3. 44.165,01 s.d 66.247,50 3
4. 66.247,51 s.d 88.330,00 4
5. 88.330,01 s.d 110.412,50 5
6. 110.412,51 s.d 132.495,00 6
7. 132.495,01 s.d 154.577,50 7
8. 154.577,51 | s.d 176.660,00 8
9. 176.660,01 |  s.d 198.742,50 9
10. 198.742,51 | keatas 10
b. Total Jam Operasional Rambu Suar pertahun (4 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
JAM / TAHUN EVALUASI
1. 0,01 s.d 81.577,50 1
2. 81.577,51 s.d 163.155,00 2
3. 163.155,01 s.d 244.732,50 3
4. 244.732,51 s.d 326.310,00 4
3. 326.310,01 s.d 407.887,50 5
6. 407.887,51 s.d 489.465,00 6
7. 489.465,01 s.d 571.042,50 7
8. 571.042,51 s.d 652.620,00 8
9. 652.620,01 s.d 734.197,50 9
10. 734.197,51 | keatas 10
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“c. - Total Jam Operasional Pelampung Suar pertahun (3 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI

. JAM / TAHUN EVALUASI

1. 0,01 s.d 36.500 1

2. 36.500,01 s.d 73.000 2

3. 73.000,01 s.d 109.500 3
4. 109.500,01 s.d 146.000 4

3. 146.000,01 sd | 182.500 5
6. 182.500,01 s.d 219.000 6

7. 219.000,01 s.d 255.500 7

3. 255.500,01 s.d 292.000 8

9. 292.000,01 s.d . 328.500 9
10. | 328.500,01 keatas 10

d. Total Jam Operasional Tanda Siang / Anak Pelampung
pertahun (2 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
JAM / TAHUN EVALUASI
1. 0,01 s.d 16.333,75 1
2. 16.333,76 | s.d 32.667,50 2
3. 32.667,51 | sd 49.001,25 3
4. 49.001,26 | sd 65.335,00 4
5. 65.335,01 | sd 81.668,75 5
6. 81.668,76 | s.d 98.002,50 6
7. 98.002,51 | sd 114.336,25 7
8. 114.336,26 | s.d 130.670,00 8
9. 130.670,01 | s.d 147.003,75 9
10. 147.003,76 | keatas 10
2. Total Jam Operasional Stasiun Radio Pantai (SROP) pertahun
(14 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
JAM / TAHUN EVALUASI
1. 0,01 s.d 6.782,92 ]
2. 6.782,93 | s.d 13.565,83 2
3. 13.565,84 | sd 20.348,75 3
4, 20.348,76 | s.d 27.131,67 4
5. 27.131,68 | sd 33.914,58 5
6. 33.914,59 | sd 40.697,50 6
7. 40.697,51 s.d 47.480,42 7
8. 47.480,43 | s.d 54.263,33 8
9. 54.263,34| sd 61.046,25 9
10. 61.046,26 | keatas 10

RKM KRITERIA (Hasil Menpan Final) 3 2




|93}

Total Jam Operasional Kapal Negara Kenavigasian pertahun (12 %)

" DATA (DALAM INTERVAL). NILAI

NO JAM /TAHUN - ' EVALUASI
1. 0,01 ~sd 1.956,50 1
2. 1.956,51 s.d 3.913,00 2
3. 3.913,01 s.d 5.869,50 3
4; 5.869,51 s.d 7.826,00 4
5. 7.826,01 s.d 9.782,50 5
6. 9.782,51 sd 11.739,00 6
7. 11.739,01 s.d 13.695,50 7
8. - 13.695,51 s.d 15.652,00 8
9. 15.652,01 s.d 17.608,50 9
10. 17.608,51 keatas ' 10
4, Objek Pelayanan (5 %)
a. Panjang Alur Pelayaran (nautical mills) (1 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
NAUTICAJ. MILLS EVALUASI
1. 0,01 s.d 214,10 1
2. 214,11 s.d 428,21 2
3. 428,22 s.d 642,31 3
4. 642,32 s.d 856,42 4
3. 856,43 s.d 1.070,52 5
6. 1.070,53 s.d 1.284,63 6
7. 1.284,64 s.d - 1.498,73 7
8. 1.498,74 s.d 1.712,83 8
9. 1.712,84 s.d 1.926,94 9
10. 1.926,95 | keatas 10
b. Wilayah Kerja (dalam nautical mills) (1 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
NAUTICAL MILLS EVALUASI
1. 0,01 s.d 13.720,06 1
2. 13.720,07 s.d 27.440,13 2
3. 27.440,14 s.d 41.160,19 3
4, 41.160,20 s.d 54.880,25 4
5. 54.880,26 s.d 68.600,31 5
6. 68.600,32 s.d 82.320,38 6
7. 82.320,39 s.d 96.040,44 7
8. 96.040,45 s.d 109.760,50 8
9. 109.760,51 s.d 123.480,56 9
10. 123.480,57 | keatas 10
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- ¢. - Panjang Garis Pantai (dalam nautical mills) (1 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
g NAUTICAL MILLS EVALUASI
1. 0,01] sd 348,67 1
2. 348,68 | sd | . 697,33 2
3. 697,34 | sd 1.046,00 3
4. 1.046,01 | s.d 1.394,67 4
5. 1.394,68 | sd 1.743,33 5
6. 1.74334 | sd 2.092,00 6
7. 2.092,01 | sd 2.440,67 7
8. 2.440,68 | s.d 2.789,33 8
9, 2.78934 | sd 3.138,00 0
10. 3.138,01 | keatas 10
d. Pelabuhan di Wilayah Kerja (unit) (1 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
: UNIT EVALUASI
1 1 s.d 3 1
2 4] sd 6 2
3. 7 s.d 9 3
4. 10|  sd 12 4
5. 13 s.d 15 5
6. 16 s.d 18 6
7. 19 s.d 21 7
8. 22 s.d 24 8
9. 25 s.d 27 9
10. 28 | keatas i0
€. Kunjungan Kapal (call/tahun) (1 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
CALL / TAHUN | EVALUASI
1. 1 s.d 4.072 1
2. 4.073 sd 8.144 2
3. 8.145 s.d 12.216 3
4. 12217 sd 16.288 4
5. 16289 | sd 20.360 5
6. 20.361 s.d 24.432 6
7. 24.433 s.d 28.504 7
8. 28.505 s.d 32.576 8
9. 32.577|  sd 36.648 9
10. 36.649 | keatas 10
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5. Instansi Terkait (4 %)

a.  Kantor Administrator Pelabuhan / Kantor Pelabuhan (unit)
- (1%)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
UNIT EVALUASI

2. 4 s.d 6 2
4. 10 s.d 12 4
3. 13 s.d ‘ 15 S
6. 16 s.d 18 6
7. 19 s.d 21 7
8. 22 s.d 24 2
9 25 s.d 57 5
10 28 keatas 10

b. Penyelenggara Kepanduan (unit) (1 %)

|
NILAI
NO DATA (DALS;VII;NTERVAL) EVALUASI
1. 1 1

2. 2 2

3. 3 3

4, 4 4

5. 5 5

6. 6 6

7. 7 7

8. 8 8

9. 9 9

10. : 10 keatas 10

c. Pemerintah Propinsi (Unit) (1 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
: ' EVALUASI
UNIT
L. 1 s.d 3 4
2. 4 s.d 6 7
3. 71 keatas 10
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. e. Pemerintah Kabupaten / Kota (Unit) (1 %)

NO | DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
UNIT EVALUASI

1. 1 s.d 3 ]

2. 4 s.d 6 2
3. 7 s.d 9 3

4, 10 s.d 12 4

3. 13 sd 15 S

6. 16 s.d 18 6

7. 19 s.d’ 21 7

3. 22 s.d 24 | 8

9. 25 s.d ‘ 27 9
10 28 keatas 10

6. Petugas Operasional Kenavigasian (orang) (6 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) ' NILAI
ORANG EVALUASI

1. 1 s.d 40 1

2. 41 s.d 80 2

3. g1 s.d 120 3

4. 121 s.d 160 4

5. 161 s.d 200 5

6. 201 s.d 240 6

7. 241 s.d 280 7

8. 281 s.d 320 8

0. 321 s.d 360 9
10. 361 keatas 10

7. Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (7 %)

a. Jumlah Menara Suar (unit) (2,5%)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
UNIT EVALUASI

T, 1T sd 3 1

2. a1 sd 6 2

3. 7] sd 9 3

. 10]  sd 12 3

5. 13| sd 15 5

6. 16|  sd 18 6

7. 191  sd 21 7

8. 21 sd 24 g

9. 251 sd 27 9
10. 28 keatas 10

~
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b. - Jumlah Rambu Suar (unit) (2 %)

NO  DATA (DALAM INTERVAL) NILAL
UNIT EVALUASI

1. 1 s.d 9 1

2. i0 s.d 18 2
3. 19 s.d 27 3

4. 28 s.d 36 4

5. 37 sd 45 5

6. 46 s.d 54 6

7. 55 s.d - 63 7

8. 64 s.d - 72 8

9. 73 s.d ‘ 81 9
10. 82 keatas 10

C. Jumlah Pelampung Suar (unit) (1,5 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
UNIT EVALUASI

1. 1 s.d 4 1

2. 5 s.d 8 2

3. 9 s.d 12 3

4, 13 s.d 16 4

3. 17 s.d 20 5

6. 21 s.d 24 6

7. 25 s.d 28 7

8. 29 s.d 32 8

9. 33 s.d 36 9
10 37 keatas 10

d. Jumlah Tanda Siang / Anak Pelampung (unit) (1 %)

NILAI

NO DATA (DAL&;\’IITI‘NTERVAL) EVALUASI

1. 1 s.d 4 1

2. 5 s.d 8 2

3. 9 s.d 12 3

4, 13 sd 16 4

S. 17 s.d 20 5

6. 21 s.d 24 6

7. 25 s.d 28 7

8. 29 s.d 32 8

9. 33 s.d 36 9

10 37 keatas 10

~
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8. - Jumlah Stasiun Radio Pantai /SROP (Unit) (7 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
TUNIT EVALUASI
I 1] sd 3 1
2. 4] sd 6 2
3 7 sd 10 3
4. 11| sd 14 7
5. 5] sd 18 5
6. 9] sd 2 6
7, 23| sd 26 7
g, 27| sd 30 | 8
9. 31| sd ~ 34 9
10. 35 keatas 10

9. Jumlah Kapal Negara (unit) ( 5,5 %)

Z
o

DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
UNIT EVALUASI

i iwitN—
Olo|Qon|n[iw|NI—
Olooli~|anjun| W=

—
=R

10 keatas

—
[}

10.  Fasilitas Pangkalan (5,5 %)

a. Bengkel (unit) (1,5 %),

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
EVALUASI
UNIT
1. 1 3
2. 2 - 3
3. 3 keatas 10

~
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- b.  Panjang Dermaga (m') (1 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
. ' m' EVALUASI
1. 0,01 s.d 11,00 ]
2. 11,01 s.d 22,00 2
3. 22,01 s.d 33,00 3
4. 33,01 s.d 44,00 4
S. 44,01 s.d . 55,00 5
6. 55,01 s.d 66,00 6
7. 66,01 s.d. 77,00 7
8. 77,01 s.d 88,00 8
9. 88,01 s.d : 99,00 9
10. 99,01 keatas 10
c. Luas Taman Pelampung (m?) (1 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
m- EVALUASI
1. 0,01 s.d 287,56 1
2. 287,57 s.d 575,13 2
3. 575,14 s.d 862,69 3
4. 862,70 s.d 1.150,25 4
5. 1.150,26 s.d 1.437,81 5
6. 1.437,82 s.d 1.725,38 6
7. 1.725,39 s.d 2.012,94 7
8. 2.012,95 s.d 2.300,50 8
9. 2.300,51 s.d 2.588,06 9
10. 2.588,07 keatas 10
d. Luas Gudang (m?) (1 %)
NO DATA (DALAI\”I INTERVAL) NILAI
Y m’ EVALUASI
1. 0,01 s.d 99,58 1
2. 99,59 s.d 199,17 2
3. 199,1 s.d 298,75 3
4, 298,76 s.d 398,33 4
5. 398,34 s.d . 497,92 5
6. 497,93 s.d 597,50 6
7. 597,51 s.d 697,08 7
8. 697,09 s.d 796,67 8
9. 796,68 s.d 896,25 9
10. 896,26 keatas 10
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e, Alat Angkat/ Alat Angkut (1 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
I ] 1
2. 2 2
3. 3 3
3. 4 4
5. 5 5
6. 6 6
7. 7 7
3. g 8
9. 9 9
10. 10 keatas 10

B. Unsur Penunjang (20 %)
1. Anggaran Belanja Negara (Rupiah) (8 %)

NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
RUPIAH EVALUASI
1. 0,01 s.d 2.432.081.966,00 1
2. 2.432.081.966,01 s.d 4.864.163.932,00 2
3. 4.864.163.932,01 s.d 7.296.245.898,00 3
4. 7.296.245.898,01 s.d 9.728.327.864,00 4
S. 9.728.327.864,01 s.d 12.160.409.830,00 5
6. 12.160.409.830,01 s.d 14.592.491.796,00 6
7. 14.592.491.796,01 s.d 17.024.573.762,00 7
8. 17.024.573.762,01 s.d 19.456.655.728,00 8
9. 19.456.655.728,01 s.d 21.888.737.694,00 9
10. | 21.888.737.694,01 | keatas 10
2. Jumlah Asset (8 %)
a. Luas Bangunan Kantor (m?) (6 %)
NO DATA (DALAN; INTERVAL) NILAI
m EVALUASI
1. 0,01 s.d 165,83 1
2. 165,84 s.d 331,67 2
3. 331,68 s.d 497,50 3
4. 497,51 s.d 663,33 4
3. 663,34 s.d 829,17 5
6. 829,18 s.d 995,00 6
7. 995,01 s.d 1.160,83 7
8. 1.160,84 s.d 1.326,67 8
9. 1.326,68 s.d 1.492,50 9
10. 1.492,51 keatas 10

RKM KRITERJA (Hasil Menpan Final) 40




b. Kendaraan Operasional (unit) (2 %)

NO | . bATA (DALAM INTERVAL) NILAI
o : - UNIT - EVALUASI
1. 1 s.d 2 4
2. 3 s.d 4 7
3. S keatas 10
3. Jumlah Pegawai Non Operasional / Administrasi (Orang) (4 %)
NO DATA (DALAM INTERVAL) NILAI
ORANG EVALUASI
1. 1 s.d : S 1
2. 6 s.d 10 2
3. 11 s.d . 15 3
4. 16 s.d 20 4
3. 21 s.d 25 S
6. 26 s.d 30 6
7. 31 s.d 35 7
8. 36 s.d 40 8
9. 41 s.d 45 9
10. 46 keatas 10
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